BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjult ketenluan Iasal 4 ayat (35)
Peraturan Mermnleri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintalh Daerah Berbasis Akraal;

Mengingal :

L.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Tl di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kohusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara  Republilk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengclolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
&6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20153 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor
4438]);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemcriniah Nomor & Tahun 2006 tenlang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
lentang Pencrapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

.Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Nomor 11 Tahun 2007);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL,

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur
penvelenggara  Pemerintah  Daerah  yvang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeral.

3. Bupali adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang sclanjutnya

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menvajikan laporan
kuangan pemerintah.
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6. Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnva disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal cfektif.

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhlisaran iransaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

8. Kerangka Konscptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
yvang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntans:
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah vang belum diatur secara jelas
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

9. BSistcm Akuntansi Pemerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah.

10, Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saal transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas alau setara kas dilerima atau dibavar.

13. Basis Kas Menuu Akrual adalah basis akuntansi yang mengakul
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakul asct,
ulang dan ekuitas dana berbasis akrual.

14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yvang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang vang wajib menvelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.,

BAE II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis
Akrual.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

(3) Kerangka konseplual sebagaimana dimmaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

(1) Kebijakan akuntansi pemerintuh daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan
kebijakan alkuntansi akun.



(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yvang berfungsi sebagai pandvan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengulkuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesual dengan
Pernyataan PSAP yang terdiri atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

(4) Kebijakan akuntansi pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku bagi entitas akuntansi dan enlitas pelaporan pemerintah
daerah.

(5) Kebijakan akuntansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran T yang merupakan bagian tidal terpisahkan dari
peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;

b. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Kebijjakan Akuntansi Laporan Neraca;

d, Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional dan Taporan Perubahan
Ekuitas;

e. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;

f. Kebijakan Akuntansi Laporan Catatan atas Laporan Keuangan;

g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

h. Kebijakan Akuntansi Piutang;

i. Kebijakan Akuntansi Kualitas Piutang dan Penyisiban Plutang;

j. Kebijakan Akuntansi Persediaan;

k. Kebijakan Akuntansi [nvestasi;

1. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;

m. Kebljjakan Akuntansi Aset Telap;

n. Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap;

0. Kebijakan Akuntansi Konsiruksi dalam Pengerjaan;

p. Kebijjakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap;

q. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

r. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;

s. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan,

t. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

u. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

v. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

w. Kebyakan Alcuntansi Beban;

x. Kebijakan Akuntansi Belanja;

y. Kebijakan Akuntansi Transfcr;

z. Kebijjakan Akuntansi Bantuan Sosial;

aa. Kebijjakan Akuntansi Pembiayaan;

bb. Kebijjakan Akuntansi Hibah;

cc. Kebijakan Akuntansi Retensi;

dd. Kebijakan Akuntansi Korelzsi Kesalahan; dan

ee. Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasian.

EAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka perianggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahunan yang paling sedikit mernuat ¢



laporan realisasi anggaran,;
laporan pecrubahan SAL
neraca;
laporan eperasional;
laporan arus kay;
laporan perubahan ekuitas;
calatan atas laporan ktUdngan
(2} dlam rangka pertanggungjawaban pelak&dndan Anpggaran Pcndapatan
dan Belanja Daerah, Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan
Keuangan Tahunan, yang paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan operasional;
c. laporan pcrubahan ckuitas;
d. neraca; dan
e. catatan atas laporan keuangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal S5

Pada saat Peraturun Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 29 lahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

sl

KEPALA BPKD ?_,f pada tanggal, 4 _anupwt 2ol &
SEKRETARIS Vil BUPATI SIDENRENG RAPPANG, /7,
1 /

KASUBHD AKURTAYS!
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KASUBID IFORASI 8
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PELARORAN

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 jaavdare 2ol

SEERETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR &
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